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GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

BADAN PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI SULAWESI BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, untuk mendukung pelaksanaan tugas, perlu dibentuk Badan Penanggulangan AIDS Provinsi Sulawesi Barat; 

	
	
	b.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan AIDS Provinsi Sulawesi Barat.

	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuagan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

	
	
	4.
	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

	
	
	5.
	Peraturan Pemerintah  Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

	
	
	6.
	Keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penaggulangan AIDS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penaggulangan AIDS Nasional;

	
	
	7.
	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan Dan Penaggulangan HIV Dan AIDS Ditempat Kerja;

	
	
	8.
	Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV Dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Dan Psikotropika Dan Zat Adiktif Suntik;

	
	
	9.
	Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penganggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;

	
	
	10.
	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);

	
	
	11.
	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Barat Nomor 38);

	Memperhatikan
	
	:
	Surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tanggal 19 Desember Tahun 2008, nomor : 061/3936/SJ.


MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI SULAWESI BARAT


BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.

2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia         Tahun 1945. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

7. Badan Penanggulangan AIDS Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut BPA adalah lembaga struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi Pemerintah di Provinsi dalam penyususnan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang penanggulangan dan pencegahan AIDS;

8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pembentukan

Pasal  2

(1) Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang  Badan Penanggulangan AIDS Provinsi Sulawesi Barat, maka dibentuk Peraturan Gubernur ini;
(2) Badan Penanggulangan AIDS Provinsi Sulawesi Barat dibentuk dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Penanggulangan AIDS Provinsi Sulawesi Barat.

Kedudukan

Pasal 3

Badan Penanggulangan AIDS merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin oleh Kepala BPA yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggunjawab secara teknis administatif  kepada Gubernur.
Pasal  4

Kepala BPA mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional dibidang pencegahan, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi (P3R). 

Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 5
Sekretaris BPA mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan operasional kepada BPA di bidang P3R .
Fungsi 

Pasal 6

Sekretaris BPA dalam melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 , BPA menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan Program Sekretariat BPA;

b. Pemberian dukungan penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaran P3R;

c. Pemberian dukungan pengkoordinasian perangkat daerah dan Instansi Pemerintah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P3R;

d. Pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan P3R;

e. Pemberian dukungan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan P3R;

f. Pemberian dukungan pelaksanaan operasional penyelenggaraan P3R;

g. Pemberian dukungan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional Badan Penanggulangan AIDS;

h. Pemberian dukungan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan P3R;

i. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPA.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal  7

(1) Susunan Organisasi BPA, terdiri dari :
a. Kepala BPA

b. Sekretaris;
c. Bidang Pencegahan;
d. Bidang Pengobatan, Perawatan dan Dukungan;
e. Bidang Terapi dan Rehabilitasi;
f. Bidang Data dan Sistem Informasi;
g. Kelompok Jabatan Fungsional;
h. Satuan Tugas;
i. Unsur Pengarah.
Sekretariat 

Pasal 8

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPA.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 
a. Sub Bagian Program

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
Bidang Pencegahan

Pasal  9

(1) Bidang pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah yang bertanggung jawab langsung Kepada  Kepala Badan Penanggulangan AIDS (BPA)
(2) Bidang pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), terdiri dari :

a. Sub Bidang Penyuluhan dan Penerangan;

b. Sub Bidang Advokasi dan Partisipasi Masyarakat.

(3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pencegahan.
Bidang Pengobatan, Perawatan dan Dukungan 

Pasal 10
(1) Bidang Pengobatan, Perawatan dan Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPA.
(2) Bidang Pengobatan, Perawatan dan Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri dari:
a. Sub Bidang Bidang Pengobatan, 

b. Sub Bidang Perawatan dan Dukungan.
(3) Sub Bidang sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengobatan, Perawatan, dan Dukungan.
Bidang Terapi dan Rehabilitasi

Pasal 11
(1) Bidang Terapi dan Rehabilitasi yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPA

(2) Bidang Terapi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), terdiri dari :

a. Sub Bidang Terapi Medis dan Penyakit Komplikasi;

b. Sub Bidang Rehabilitasi Sosial.   

(3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Terapi dan Rehabilitas.
Bidang data dan Tata Sistem Informasi

Pasal 12
(1) Bidang data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada      Kepala BPA

(2) Bidang Data dan Sisitem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tediri dari :

a. Sub Bidang Dokumentasi dan Pengelahan Data;

b. Sub Bidang Pengembangan Bidang Informasi.  

(3) Sub Bidang sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, dipimpin oleh Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Data dan Sisitem Informasi.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, huruf f dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPA;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

Satuan Tugas

Pasal 14
(1) Satuan tugas sebagaiman dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang BPA dan dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala BPA;
(2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibentuk sesuai kebutuhan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait;
(3) Bagan struktur organisasi BPA sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Unsur Pengarah

Pasal 15

(1) Keanggotaan unsur pengarah terdiri atas :

a. Pejabat pemerintah provinsi terkait ; dan 

b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.

(2) Keanggotaan unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur-unsur :

a. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan 

b. Polri
c. TNI

(3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b, terdiri dari :

a. Pakar di bidang perencanaan 1 (satu) orang.

b. Masyarakat profesional di bidang penanggulangan HIV/AIDS  1 (satu) orang.

c. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta Tokoh Pemuda 1 (satu) orang.
(4) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.

(5) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mempunyai fungsi :

a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS.

b. Memantau ; dan

c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan HIV/AIDS.
BAB IV

ESELON DAN KEPEGAWAIAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BPA
Eselonisasi dan kepegawaian

Pasal 16
Eselon dan Kepegawaian pada unsur pelaksana BPA adalah sebagai berikut :

a. Kepala BPA adalah jabatan struktural eselon II.a.

b. Sekretaris BPA adalah jabatan struktural eselon III.a.

c. Kepala Bidang pada BPA adalah jabatan struktural eselon III.a.

d. Kepala Sub Bagian pada BPA adalah jabatan Struktural eselon IV.a.
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17
(1) Kepala BPA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang dilingkungan BPA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
BAB V

TATA KERJA

Pasal 18
Pimpinan satuan organisasi dilingkungan BPA dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 19
Pimpinan satuan organisasi dilingkungan BPA bertanggung jawab memimpin dan mengkordinasikan kepada bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 20
(1) Pimpinan satuan organisasi dilingkungan BPA wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi.

(2) Kepala Sub Bidang Satuan Organisasi dilingkungan BPA dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada bidang masing-masing.
Pasal 21
Kepala Bidang satuan organisasi dilingkungan BPA dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala BPA dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 22
Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan sumber anggaran lainya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PENENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 24
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Ditetapkan di  Mamuju

pada tanggal  19 Mei 2009        

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

 H. ANWAR ADNAN SALEH
Diundangkan di Mamuju

pada tanggal  19 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

H. M. ARSYAD HAFID
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 12
LAMPIRAN 
: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

TENTANG   
: PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI SULAWESI BARAT 

NOMOR
:
12 TAHUN 2009
TANGGAL
: 19 MEI 2009
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